
Topik:Agama dan TeologiPopulis Transformatif

Pendidikan Multikulturalisme dan
Budaya Bangsa

HujairAH, Sanaky

Indonesia Ispluralitynation thatconsistsofplurality interm ofsocial, ethnicity, culture,
religion, politicalparty. The reality ofIndonesia iscalledmulti-culturalsociety. The con
cept ofmulti-cultural is so urgent to develop and internalize in the context of the above
plurality values transformation process. Because those values afore-mentioned can
become the fundamental basic for plurality society as Indonesia. The best and the
strategic instrument to build, socialize this concept in order to produce conducive
behaviour wisely eitherinsocialor in cultural is multi-cultural education, inparticular
Islamic education

Kata kunci: pendidkan, multlkultural,
bangsa, dan budaya

Merupakan kenyataan yang tak dapat
ditolak, bahwa masyarakat dan

bangsa Indonesia terdirl dari berbagai
keragaman sosial, kelompok etnis, budaya,
agama, asplrasi polltik dan lain-lain,
sehingga "masyarakat dan bangsa Indone
sia secara sederhana dapat disebut sebagai
masyarakat "multikultural". Di pihak lain,
realitas "multlkulturar tersebut berhadapan
dengan kebutuhan mendesak untuk
merekonstruksi kembali "kebudayaan
nasional Indonesia" atau "budaya bangsa"
yang dapat menjadi "integrating force"yang
dapat mengikat seluruh keragaman etnis
dan budaya tersebuf.{el-Ma'hady,2004)

Kesadaran tentang multikulturalisme
sudah muncul sejak negara Republik Indo
nesia terbentuk dan digunakan oleh pendiri
bangsa Indonesia untuk "mendesain
kebudayaan bangsa Indonesia. Bagibangsa
Indonesia masa kini konsep multikul
turalisme menjadi sebuah konsep baru dan
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asing" [Suparlan, 2002].Hal ini karena,
kesadaran tentang konsep multikulturalisme
yang dibentuk oleh pendiri bangsa initidak
terwujud dan pada masa Orde Baru.
Kesadaran tersebut dipendam atas nama
kesatuan, persatuan dan stabilitas negara
yang kemudian muncul paham monokul-
turaiismeyarg menjadi tekanan utama dan
akhimyasemuanya memaksakan polayang
berkarakteristik penyeragaman dalam
berbagai aspek sistem sosial, polltik dan
budaya. Akhirnya, sampai saat ini,
wawasan multikulturalisme bangsa Indone
sia masih sangat rendah. Akibat dari
rendahnya kesadaran dan wawasan
multikulturalisme tersebut, menyebabkan
berbagai kekisnjhan etnis yang merebak di
banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang tentu merupakan
bagian dari krisismultidimensi yang dihadapi
negara dan bangsa Indonesia sejak
pertengahantahun 1997.

Perbedaan budaya, agama, asplrasi
politik, kepentingan, visi dan misi, keya-
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kinan dan tradisi merupakan sebuah
konduksl dalam hubungan Interpersonal
yang kadang-kadang juga menjadi
perbedaan perilaku dalam memahami
sesuatu. Misalnya, seseorang yang diajak
bicara dalam mengungkapkan perhatiannya
cukup dengan mengangguk-anggukan
kepala. Namun ada sebaglan orang dengan
hanya mengedipkan kedua matanya untuk
menyatakan persetujuan. Beberapa ahll
psikologi menyatakan, bahwa budaya
menunjukkan tingkat intelegensi dan
kemajuan suatu masyarakat dan bangsa.
Katakan saja, gerakan lemah gemulai
merupakan ciri utama masyarakat Bali dan
kemampuannya untuk menguasai hal itu
merupakan ciridari tingkat Intelegensinya.

Ketika Amerika Serikat Ingin memben-
tuk masyarakat baru pasca kemerdeka-
annya [4 Juli 1776] baru disadari, bahwa
masyarakatnyaterdiri dari berbagai ras dan
asal negara yang berbeda. Dalam hal In!
Amerika mencoba mencaii terobosan baru

dengan menempuh strategi menjadikan
sekolah sebagai pusat sosialisasi dan
pembudayaan nilai-nilai baru yang dicita-
citakan. Melalui pendekatan inilah, dari SO
sampai Perguruan TInggi, Amerika Serikat
berhasil membentuk bangsanya yang dalam
perkembangannya melampaul masyarakat
induknya, Eropa. Kaitannya dengan nllal-
nilai kebudayaan yang perlu diwariskan dan
dikembangkan melalui sistem pendidikan
pada suatu masyarakat, maka Amerika
Serikat memakai sistem demokrasi dalam

pendidikan yang dipelopoii cleh John Dewey.
Intinya adalah toleransi tidak hanya
diperuntukkan untuk kepentingan bersama
akan tetapi, juga menghargai kepercayaan
dan berinteraksi dengan anggota masya
rakat [el-Ma'hady, 2004].

Konsep multikulturalismetidaklah dapat
disamakan dengan konsep keanekara-
gaman secara sukubangsa atau kebuda
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yaan sukubangsa yang menjadi ciri
masyarakat majemuk, karena multikul
turalisme menekankan keanekaragaman
kebudayaan dalam kesederajatan. Dengan
demikian, multikulturalisme juga bukan
hanya sebuah wacana tetapi sebuah
ideologi yang harus diperjuangkan, karena
dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya
demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup
masyarakatnya. Multikulturalisme bukan
sebuah ideologi yang berdiri sendiri terpisah
dari ideologi-ideologi lainnya, dan
multikulturalisme membutuhkan seperang-
kat konsep-konsep yang merupakan
bangunan konsep-konsep untuk dijadikan
acuan bagi memahaminyadan menyebar-
luaskannya dalam kehidupan bermasya-
rakat [Suparlan, 2002].

Lebih lanjut Suparlan, menyatakan
untuk memahami multikulturalisme

diperlukan landasan pengetahuan berupa
bangunan konsep-konsep yang relevan
untuk mendukung keberadaan serta
berfungsinya multikulturalisme dalam
kehidupan masyarakat dan bangsa
Indonesia.Bangunan konsep-konsep ini
harus dikomunikasikan diantara para ahli
yang mempunyai perhatian ilmiah yang
sama tentang multikultutralisme sehinga
terdapat kesamaan pemahaman dan saling
mendukung dalam memperjuangkan
ideologi ini [Parsudi Suparlan, 2002].
Pendidikan sebagai sarana yang strategi
untuk dapat mensosialisasikan dan
memfungsikan konsep multikulturalisme
dalam kehidupan masyarakat dan bangsa
Indonesia.

Pertanyaannya, program pendidikan
bagaimanakah yang relevan dengan
kehidupan masyarakat dan bangsa dengan
corak masyakarat majemuk ini ? Artinya,
berbagai etnis, suku, agama ada di
dalamnya. Masing-masing etnis dan suku
tadi membawa kultur sendiri-sendiri dan
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keragaman etnis Ini menjadikan masya-
rakat dan bangsa Indonesia yang multi-
kultural. Oleh karenanya, pengakuan akan
keragamaan etnis, suku dan budaya penting
ditumbuhkan pada peserta didik, karena para
pendiri bangsa ini sesungguhnya telah
menempatkan ideologi multikultural sebagai
dasar kehidupan bernegara dan berke-
bangsaan yaitu "Bhineka Tunggal Ika.
Maka, dalam ideologi multikultural
perbedaan dalam kesederajatan diakui dan
diagungkan, balk secara individual maupun
secara kebudayaan. Sayangnya, penghar-
gaan terhadap hal Ini nyaris tidak pernah
ditumbuhkembangkan terutama selama
iebih dari 32 tahun masa pemerintahan Orde
Baru dan selama kurun waktu itu,
pendidikan seialu merupakan upaya atau
berkarakterlstik penyeragaman budaya.

Di masa lalu, sistem pendidikan
nasional Iebih bercerikan "keseragaman"
yang beriandaskan pada budaya nasional
yang berdirl di atas puncak-puncak
kebudayaan daerah. Akibatnya, pendidikan
diselenggarakan dengan aturan dalam
konteks mayoritas yang bersaing dan
berhadapan dengan minoritas dan dikelola
oleh pemerintah untuk meluaskan atau
mempersempit hal-hal yang substansi atau
penting yang menyangkut dengan lingkup
dan alokasi kewenangan. "Seiring dengan
proses desentralisasi pendidikan yang
dalam mellbatkan peran serta masyarakat
mengisyaratkan pengakuan terhadap
manusia Indonesia dan masyarakat
setempat [konsep otonomi daerah]. Ini
berarti Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional ditinjau dari perspektif filosofis
harus beranjak dari suatu paradigma baru
pendidikan menuju pada pengakuan
terhadap aspirasi masyarakat dan Individu.
Dengan sendlrinya, paradigma baru dalam
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
harus mengacu pada pendidikan multi
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kultural yaitu adanya kebudayaan beragam
dalam suatu masyarakat yang tetap
merupakan kesatuan" [Alsyah Amini,
2004:15-16] "Bhineka Tunggal Ika".
Demikian juga kebutuhan pembeiajaran
individu berada dalam perbedaan realitas
sosio-historis, sosio-ekonomis, suku-
bangsa, sosio-pslkologis. Artinya, akan
dihadlrkan populasi sasaran beragam dalam
konteks sistem pendidikan dan perseko-
lahan [Semlawan,2002].

Konsekuensinya sistem pendidikan
kita masih harus dikelola dengan baik,
konsisten, karena pendidikan merupakan
lapangan yang sentral dalam upaya
menerjemahkan gagasan multikullturalisme,
sehingga menjadi kenyataan dalam perilaku
kehidupan masyarakat dan bangsa Indone
sia. Agar gagasan multikultur terserap luas
dan efektif, pendekatannya harus
disebarkan, dikelola dan diwujudkan secara
konsisten dalam pendidikan nasional.
Sebab pendidikan multikulturalisme justru
memberi dampak pada integrasi kebu
dayaan dan upaya mewujudkan integrasi
nasional harus berpusat pada pengem-
bangan integrasi kebudayaan secara
nasional yang dalam ha! ini pendidikan
multikulturalisme memegang peranan yang
kunci dan sangat strategis dalam upaya
tersebut.

Konsep Multikulturalisme

Sebagaimana dikemukakan di awal,
bahwa suatu kenyataan yang tidak dapat
dipungkiri bahwa masyarakat dan negara-
bangsa Indonesia terdiri dari berbagal
keragaman yaitusej'umlah besar kelompok
etnis, budaya, agama, aspirasi politikdan
Iain-Iain, sehingga "masyarakat dan negara-
bangsa Indonesia secara sederhana dapat
disebut sebagai masyarakat "multikultural".
Parsudi Suparlan, rhenyatakan, bahwa
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konsep multikulturalisme tidaklah dapat
disamakan dengan konsep keanekara-
gaman secara sukubangsa atau kebu-
dayaan sukubangsa yang menjadi ciri
masyarakat majemuk, karena multikul
turalisme menekankan keanekaragaman
kebudayaan dalam kesederajatan.

Konsepmultikulturalisme jugamengulas
berbagai permasalahan yang mendukung
ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi,
keadilandan penegakan hukum,kesempatan
kerja dan usaha. Hak asasi manusia, hak
budaya komuniti dan golongan mnoritas,
prinsip-prinsip etikadan moral, tingkat serta
mutu produktivitas serta berbagai konsep
lainnyayang lebih relevan [Fay, 1996; Rex,
1985; dalam Suparlan, 2002]. Hal ini j'uga
senada dengan apa yangdikemukakan Blum
[dalam Atmadja, 2003], bahwa multikul
turalisme meliputi sebuah pemahaman,
penghargaan dan penllaian atas budaya
seseorang dan sebuah penghormatan dan
keingintahuan tentang budayaetnis orang lain.
Artinya, meliputi sebuah penilaian terhadap
kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan
dalam arti menyetujui seluruh aspek dari
kebudayaan-kebudayaan tersebut,melainkan
mencoba meiihat bagalmana kebudayaan
tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi
anggota-anggotanya sendiri [Aisyah AminI,
2004:31-32].

Spradly [1997],"menltikberatkan
multikultural pada proses transaksi
pengetahuan dan pengalaman yang
digunakan oleh anggota masyarakat untuk
menglnterpretasikan pandangan dunia
mereka yang berbeda untukmenuju kearah
kebutuhan kultur. Kata multikultural menjadi
pengertian yang sangat luas [multi-discur
sive],tergantung dari konteks pendefinisian
dan manfaat apa yang diharapkan dari
pendefinisian tersebut, yang jelas dalam
kebudayaan multikultural setlap individu
mempunyai kemampuan berinteraksi dan
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bertransaksi meskipun latar belakang kultur
maslng-masing berbeda, karena sifat
manusia antara lain, adalah [1] akomodatif,
[2] asosiatif, [3] adaptabel, [4] fleksibel, dan
[5] kemauan untuk saling berbagi".

Dari pandangan Ini mengisyaratkan
bahwa keragaman kulturmengandung unsur
yang beragam dan sarat dengan nilai-nilai
kearifan. Dalam kontekmembangun tatanan
masyarakat dan tatanan sosial yang kokoh,
"nilai-nilai kearifan" yang dalam hal ini
"kearifan sosiaF dan "kearifan budaya" dapat
dijadikansebagal tali pengikat dalam upaya
bersosialisasi dan berinteraksi antar Individu

atau kelompok sosial. Dengan "kearifan
sosial" dan "kearifan budaya" dan berusaha
mengeleminir perselihan dan konfIlk budaya
yang kurang kondusif, tatanan kehldupan
sosial masyarakat yang multikultural akan
terwujuddalam perilakusaling menghormati,
menghargai perbedaan dan menjaga satu
dengan lainnya dalam prinsip-prinsip
perbedaan tersebut. Selain itu, juga
berusaha untuk mengeliminir atau
menghilangkan tiga hal yang selalu
mendasari terjadlnya konflik, yaitu "[1]
prasangka historis, [2]diskriminasi, dan [3]
perasaan superioritas in-group feelingyang
berlebihan dengan menganggap inferior
pihak yang lain [out-group]" [Puwasito,
2003:147]. Apablla ketida hal ini tidak
mampu dlellmlnir, maka konflik dan benturan
antar kelompok karena perbedaan
kepentingan, kelnginan, visi, keyakinan dan
tradlsl, menjadi sesuatu legal dan lumrah,
karena kerlngnya nilai-nilai kemanuslaan,
keringnya nilai-nilai "kearifan sosial" dan
"kearifan budaya" dalam relasi antar
sesama manusia.

Konsep "multikulturalisme" yang
diartikan para ahli sangat beragam antara
satu dengan yang lainnya, tetapi pandangan
mereka tentang "multikulturalisme" pada
dasarnya adalah pandangan terhadap dunia
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yang kemudian diterjemahkan dalam
berbagai kebijakan kebudayaan yang
menekankan tentang penerimaan terhadap
"realitas keragaman", "pluralitas" dan
"multicultural" yang terdapat dalam
kehidupan masyarakat. Oleh karenanya,
multikulturatisme dipahami sebagai pan-
dangan dunia yang kemudian diwujudkan
dalam "politics of recognition". Dengan
pengertian yang beragam dan kecende-
rungan perkembangan konsep dan praktek
multikulturalisme, Parekh [1997:183-185,
dalam AzyumardI], membedakan lima
macam bentuk multikulturalisme dan tentu

saja kellma bentuk multikulturalisme itu
tidak "kedap air" [watertight], tetapi
sebaliknya dapat saja tumpang tindih satu
dengan lainnya dalam segi-segi tertentu,
yaitu :

Pertama, "multikulturalisme isolasionis"
yang mengaou kepada masyarakat di mana
berbagai kelompok kultural menjalankan
hidup secara otonom dan terlibat dalam
interaksiyang hanya minimal satu sama lain.
Contoh-contoh kelompok iniadalah seperti
masyarakat yang ada pada sistem "millef
di Turki Usmani atau masyarakat Amish di
AS. Kelompok ini menerlma keragaman,
tetapi pada saat yang sama berusaha
mempertahankan budaya mereka secara
terpisah dari masyarakat lain umumnya.

Kedua, "multikulturalisme akomodatlf,
yakni masyarakat pluralyang memiliki kultur
dominan, yang membuat penyesualan dan
akomodasi-akomodasi tertentu bag!
kebutuhan kultural kaum minoritas.

Masyarakat multikultural akomodatlf
merumuskan dan menerapkan undang-
undang, hukum dan ketentuan-ketentuan
yang sensitif secara kultural, dan
memberikan kebebasan kepada kaum
minoritas untuk mempertahankan dan
mengembangkan kebudayaan mereka;
sebaliknya kaum minoritas tidak menantang
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kultur dominan. Multikulturalisme akomodatlf

inidapat ditemukan di Inggris, Perancis, dan
beberapa negara Eropa lain.

Ketiga, "multikulturalisme otonomis",
yakni masyarakat pluraldl mana kelompok-
kelompok kultural utama berusaha
mewujudkan kesetaraan [equality] dengan
budaya dominan dan menginginkan
kehidupan otonom dalam kerangka politik
yang secara kolektifbisa diterlma. Concem
pokok kelompok-kelompok kulturalterakhir
iniadalah untuk mempertahankan cara hidup
mereka, yang memiliki hak yang sama
dengan kelompok dominan; mereka
menantang kelompok kulturaldominan dan
berusaha menclptakan suatu masyarakat di
mana semua kelompok bisa eksis sebagai
mitra sejajar. Jenis multikulturalisme
didukung misalnya oleh kelompok Quebe-
cois di Kanada, dan kelompok-kelompok
Muslim imigran di Eropa, yang menuntut
untuk bisa menerapkan syarPah, mendidik
anak-anak mereka pada sekolah Islam, dan
sebagainya.

Keempat, "multikulturalisme krltikal"
atau "interaktir, yakni masyarakat plural di
mana kelompok-kelompok kultural tidak
terlalu concern dengan kehidupan kultural
otonom; tetapi lebih menuntut penciptaan
kultur kolektif yang mencerminkan dan
menegaskan perspektif-perspektif distingtif
mereka. Kelompok budaya dominan tentu
saja cenderung menolak tuntutan ini, dan
bahkan berusaha secara paksa untuk
menerapkan budaya dominan mereka
dengan mengorbankan budaya kelompok-
kelompokminoritas,karena itulahkelompok-
kelompok minoritas menantang kelompok
kultur dominan, baik secara intelektual
maupun politis, dengan tujuan menclptakan
ikiim yang kondusif bag! penciptaan secara
bersama-sama sebuah kultur kolektif baru

yang egaliter secara genuine. Jenis
multikulturalisme, sebagai contoh.
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"peduli" dan mau mengerti [difference],atau
"politics of recognition", politik pengakuan
terhadap orang-orang dari kelompok
minoritas [CfTaylor et al 1994, dalam Azra,
2002].

Anderson dan Cusher [dalam Hasan;
2001), menyatakan bahwa multikultural
adalah pendidikan keragaman kebudayaan.
Konsep ini,mengandung unsuryang lebih
luas, mesklpun demikian posisi kebudayaan
masih sama yaknl mencakup keragaman
kebudayaan menjadisesuatu yang dipelajarl
sebagal objek studl. Oengan kata lain,
keragaman kebudayaan menjadi mated
pelajaran yang harus diperhatikan,
khususnya bag! rencana pengembangan
kurikulum. Azra menyatakan, bahwa
pendidikan multikultural sebagai pengganti
dari pendidikan interkultural, diharapkan
dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau
mengerti atau adanya politik pengakuan
terhadap kebudayaan kelompok manusia
seperti; toleransi, perbedaan etno-kultural
dan agama, diskriminasi, HAM, demokrasi
dan pluralitas, kemanusiaan universal serta
subyek-subyek lain yang relevan [Azra,
akses, 24/5/2005).

Secara operasional, pendidikan
multikultural pada dasamya merupakan pro
gram pendidikan yang menyediakan sumber
belajar yang jamak bagi pebelajar [multiple
leaming environments] dan yang sesual
dengan kebutuhan akademik maupun sosial
peserta didik [Aisyah Amini,2004:37).
Pendidikan multikultural [multicultural edu
cation] merupakan respon terhadap
perkembangan keragaman populasi
sekolah, sebagaimanatuntutan persamaan
hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi
lain, pendidikan multikultural merupakan
pengembangan kurikulum dan aktivitas
pendidikan untuk memasuki berbagai
pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian
terhadap orang-orang non Eropa [Hilliard,
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1991-1992). Secara luas pendidikan
multikultural itu mencakup seluruh siswa
tanpa membedakan kelompok-kelom-
poknya seperti gender, etnic, ras, budaya,
strata sosial dan agama. Selanjutnya James
Banks [1994) menjelaskan, bahwa
pendidikan multikultural memiliki empat
dimensi yang saling berkaitan antara
dengan lalnnya, yaitu: [1) Content integra
tion, mengintegrasikan berbagai budayadan
kelompok untuk mengiiustrasikan konsep
mendasar, generalisasi dan teori dalam
mata pelajaran atau disiplin ilmu. [2] The
Knowledge Construction Process, mem-
bawa siswa untuk memahami implikasi
"budaya" ke dalam sebuah mata pelajaran
[disiplin). [3) An Equity Paedagogy,
menyesuaikan "metode pengajaran" dengan
"cara belajar siswa" dalam rangka memfa-
silitasi prestasi akademik siswa yang
beragam baik dari segi ras, budaya ataupun
sosial, dan [4) Prejudice Reduction, meng-
Identifikasi karakteristik ras siswa dan

menentukan metode pengajaran mereka [el-
Ma'hady, 2004).

Tllaar, menyatakan pendidikan multi
kultural merupakan fenomena yang relatif
baru di dalam dunia pendidikan. Sebelum
Perang Dunia II boleh dikatakan pendidii-;an
multikultural belum dikenal.Malah pendidikan
dijadikan sebagai alat politik untuk
melanggengkan kekuasaan yang memc-
nopoli sistem pendidikan untuk kelompok
tertentu. Dengan kata lain pendidikan
multikulturalmerupakan gejala baru di dalam
pergaulan umat manusia yang mendam-
bakan persamaan hak, termasuk hak untuk
mendapatkan pendidikan yang sama untuk
semua orang, "Education for All" [H.A.R.
Tilaar,2004: 123].Pendidikan multikultural
sebenarnya berawal dari berkembangnya
gagasan dan kesadaran tentang "inter-
kuituralisme" seusai Perang Dunia II.
Kemunculan gagasan dan kesadaran
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"interkulturaHsme"\n\ seiain terkait dengan
perkembangan politik internasibnal
menyangkut HAM, kemerdekaan dari
koloniallsme, dan diskriminasl rasial, dan
Iain-Iain, juga karena meningkatnya
piuralitas di negara-negara Barat sendiri
sebagai akibatdaripeningkatan migrasi dari
negara-negara yang baru merdeka ke
Amerika dan Eropa" [Tllaar (2002:495].

Pada dasawarsa 1940-an dan 1950-an

di Amerika Serikat berkembang konsep
pendidikan "inter-kultural" dan "inter-
kelompok" [inter-cultural and inter-group
education], Maka, pada hakikatnya
pendidikan interkulturai merupakan cross-
cultural education untuk mengembangkan
niiai-niiai universal yang dapat diterima
berbagal keiompok masyarakat berbeda
[cf.La Belie 1994:21 -27,daiamAzra]. "Pada
tahap pertama, pendidikan interkulturai
ditujukan untuk mengubah tingkah iaku
indivldu untuk tidak meremehkan apaiagi
meiecehkan budaya orang atau keiompok
lain, khususnya dari kaiangan minorltas.
Seiain itu, juga ditujukan untuk tumbuhnya
toleransi daiam diri individu terhadap
berbagalperbedaanrasial, etnis, agama,dan
iain-iain" [Azra, akses,24/5/2005]. Lebih
lanjut Azra, menyatakan "harus diakui,
bah\wa pada prakteknya pendidikan
Interkulturai iebih terpusat pada individu
daripada masyarakat" [Azra,akses,24/5/
2005]. Lagi puia, konflik dan benturan antar
keiompok daiam skaia luas yang terjadi
bukan daiam skala individu, meiainkan pada
tingkat kelontpok dan masyarakat yang
mengusung unsur-unsur kepentingan dan
poiitik, sehingga hai ini benar-benar
mengganggu hubungan atau reiasi antar
sesama di antara keiompok,warga
masyarakat, bangsa dan negara. Niiai-niiai
kemanusiaan muiai kering dan kaku daiam
reiasi antar sesama manusia, perbedaan
visi, kepentingan, keyakinan,tradisi,budaya
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dan poiitik seakan-akan seiaiu menjadi
sumber konflikdan telah menjadi suatu yang
iumrah dan legal pada periiaku kehidupan
manusia daiam era saat ini. Dari kondisi
ini, Azra [akses,24/5/2005], menyatakan
bahwa "pendidikan interkulturai 6\par\6anQ
kurang berhasii daiam mengatasi konflik
antar goiongan dan masyarakat dan dari
kenyataan ini puia menurutnya pada
giiirannya dan sudah saatnya kita harus
mendorong munculnya gagasan tentang
pendidikanmultikultural", karena daiam pro
gram pendidikan muitikultural, tidak iagi
diarahkan semata-mata kepada keiompok
rasial, agama dan kuitural dominan atau
mainstream saja.

Sebagaimana dikemukakan Tiiaar,
bahwa daiam program pendidikan
muitikuiturai, fokus tidak iagi diarahkan
semata-mata kepada keiompok rasial,
agama dan kuitural dominan atau main
stream. Kerena, fokus seperti ini pernah
menjadi tekanan pada pendidikan
interkulturalyang menekankan peningkatan
pemahaman dan toleransi individu-individu
yang berasal dari keiompok minoritas
terhadap budaya malnstreamyang dominan,
yang pada akhimya dapat membuat orang-
orang dari keiompok minoritas terintegrasi
ke daiam masyarakat mainstream [Tiiaar,
2002:498]. Dengan "pendidikan interkulturai
seperti ini pada akhirnya memuncuikan
tidak hanya sikap tidak peduii [indifference]
terhadap niiai-niiai budaya minoritas, tetapi
bahkan cenderung melestarikan prasangka-
prasangka sosial dan kuitural yang rasis dan
diskriminatif [/Vzra,akses,24/5/2005]. Dan
darikerangkainilah, "pendidikan muitikuiturai
sebenarnya merupakan sikap "peduii" dan
mau mengerti [difference], atau "politics of
recognition" goWWk pengakuan terhadap or-
ang-orang dari keiompok minoritas[CfTay
lor et ai 1994, daiam Azra, 2002].
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Dalam konteks itu, pendidikan multi-
kultural melihat masyarakat secara lebih
luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa
sikap "indifference" dan "non-recognition"
berakar tidak hanya dari ketimpangan
struktural rasial, paradlgma pendidikan
multikultural mencakup subyek-subyek
mengenai ketidakadilan, kemiskinan,
penindasan dan keterbelakangan kelompok-
kelompok minoritasdalam berbagai bidang;
sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan
Iain-Iain. Paradigma seperti ini pada
gilirannya mendorong tumbuhnya kajian-
kajian tentang "ethnic studies", untuk
kemudian menemukan tempatnya di dalam
kurikulum pendidikan sejak dari tingkat
dasar sampai ke tingkat pendidikan tinggi.
Tujuan inti dari pembahasan tentang semua
subyek in! adalah untuk mencapai pember-
dayaan [empowermen(\ bagi kelompok-
kelompok minoritas dan disadvantaged
[Azra, akses,24/5/2005].

Istilah "pendidikan multikultural"
[multicultural education] dapat digunakan
balk pada tingkat deskriptif dan normatif,
yang menggambarkan isu-isu dan masalah-
masalah pendidikan berkaitan dengan
masyarakat multikultural. Lebih jauh iajuga
mencakup pengertian tentang pertlmbangan
terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-
strategi bagi pendidikan bagi peserta didik
di dalam masyarakat multikultural. Dalam
konteks deskriptif dan normatif ini,kurikulum
pendidikan multikultural mestilah mencakup
subjek-subjek seperti; toleransi; tema-tema
tentang perbedaan ethno-kultural, dan
agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian
konfllk dan mediasi; HAM; demokrasi dan
pluralitas; kemanusiaan universal, dan
subjek-subjek lain yang relevan [Azra,
akses,24/5/2005 dan el-Ma'hady, 2004].

Berdasarkan pandangan yang dikemu-
kakan di atas, maka perumusan dan imple-
mentasi pendidikan multikultural di Indone
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sia, masih memerlukan pembahasan serius
dan khusus. Hal ini bukan hanya karena
menyangkut masalah is! pendidikan
multikultural itusendiri.tetapijuga mengenai
strategi yang akan ditempuh, misalnya
dalam bentuk matapelajaran terpisah, berdiri
sendiri [separated], atau sebaliknya
"terpadu" atau terintegrasi [integrated].
"Dalam konteks teoritis, pendidikan multi-
kulturallsme yang dikembangkan di negara-
negara maju, dikenal lima pendekatan, yaitu
: Pertama, pendidikan mengenai perbedaan-
perbedaan kebudayaan atau multikultural-
isme. Kedua, pendidikan mengenai perbe-
daan-perbedaan kebudayaan atau
pemahaman kebudayaan. Ketiga, pendi
dikan bagi pluralisme kebudayaan. Keempat
pendidikan dwi-budaya. Kelima, pendidikan
multikultural sebagal pengalaman moral
manusia" [el-Ma'hady, 2004].

Terlepas dari berbagai pemlkiran,
pandangan, Isu dan masalah yang mencuat,
tanpaknya perkembangan Indonesia saat
sekarang ini mendesak membutuhkan
suatu desain "pendidikan multikulturalisme"
yang diharapkan dapat merubah model-
model pendidikan selama ini dan dapat
memberikan kontribusi yang signifikan bagi
terbentuknya "keikaan"6\ tengah "kebhin-
nekaan" yang betul-betui akurat dan aktual
di tengah-tengah kehidupan masyarakat
dan bangsa serta tidak hanya sekedar pada
wacana, simbol, slogan, dan jargon yang
selalu menggiurkan dan pembodohan
masyarakat.

Pendidikan Multikulturalisme di

Indonesia

Pada awal pembicaraan di atas,
dikatakan bahwa kesadaran tentang
multikulturalisme sudah muncul sejak
negara Republik Indonesia terbentuk dan
digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia
untuk mendesain kebudayaan bangsa Indo
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nesla. Di Indonesia saat sekarang,
tampaknya pendidikan multikultural relatif
baru dikenal sebagai suatu pendekatan
yangdianggaplebih sesuai bagimasyarakat
Indonesia yangheterogen, multl etnis,suku,
agama dan terlebih pada masa otonomi dan
desentralisasi yang baru dilakukan.
Pendidikan multikultural yang dikembang-
kan di Indonesia sejalan pengembangan
demokrasi yang dijaiankansebagai counter
terhadap kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah. Apabila konsep ini
dilaksanakandengan tidakberhati-hati justru
akan menjerumuskan kedalamperpecahan
nasional.

Model pendidikan multikultural di Indo
nesia perlu memakai kombinasi model-
modelyang teiah ada. Artinya, desain model
pendidikan multikultural di Indonesia tidak
sekedar merevisi materi pembelajaran,
tetapi perlu meiakukan perombakan atau
refbrmasi secara total dalam sistem
pembelajaran disekolah-sekolah maupun di
masyarakt luas untuk meningkatkan
kepekaan sosial, penghargaan dan
penghormatan pada budaya, nilai-nilai
kemanusiaan, tcleransi dan mengurangi
prasangka antar kelompok. Untuk
mewujudkan model-model tersebut,
pendidikan multikultural di Indonesia perlu
memakai kombinasi yang ada, seperti yang
dikemukakan Gorski, pendidikan multikul
tural dapat mencakup tiga hal jenis
transformasi, yakni: [1] transformasi diri,
[2] transformasi sekolah dan proses belajar
mengajar, dan [3] transformasi masyarakat
[Gorski, dalam el-Ma'hady, 2004].

Untuk menyusun dan mendesain
pendidikan multikultural dalam tatanan
masyarakat yang penuh permasalahan
anatar kelompok mengandung tantangan
yangtidakringan. Pendidikan multikultural
tidak berarti sebatas "merayakan keraga-
man" belaka, apalagi jika tatanan masya
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rakat yang ada masih penuh diskriminasi
dan bersifat rasis, maka dapat pula
dipertanyakan apakah mungkin meminta
siswa yang dalam kehidupan sehari-hari
mengalami diskriminasi atau penindasan
karena etnis dan suku atau perbedaannya
dari budaya yang domlnan tersebut?
Kondisi demiklan pendidikan multikultural
lebih tepat diarahkansebagai advokasiuntuk
menciptakan masyarakat yang toleran dan
bebas toleransi yang menghargai dan
menghormati perbedaan kebudayaan
kelompok minoritas.

Ada beberapa pendekatan dalam
proses pendidikan multikultural, yang dapat
dikaji sebagai upaya perbaikan pendidikan
menuju pendidikanmultikulturalisme, yaitu:
[1] tidak lagi terbatas pada menyamakan
pandangan pendidikan [education]dengan
persekolahan [schooling] atau pendidikan
multikultural dengan program-program
sekolah formal. Pendidikan yang lebih luas
mengenai pendidikan sebagai transmisi
kebudayaan yang membebaskan pendidik
dari asumsi bahwa tanggung jawab primer
mengembangkan kompetensi kebudayaan
di kalangan peserta didik semata-mata
berada dltangan mereka dan justrusemakin
banyak plhak yang bertanggung jawab
karena program-program sekolah seharus-
nya terkaitdengan pembelajaran informal dl
luar sekolah. [2] menghindari pandangan
yang menyamakan kebudayaan dengan
kelompok etnik adalah sama. Dalam
konteks pendidikan multikultural, pende
katan inidiharapkan dapat mengilhami para
penyusun program-program pendidikan
multikultural untuk melenyapkan kecende-
rungan memandang peserta didik secara
stereotipmenurut identitas etnikmereka dan
akan meningkatkan eksplorasi pemahaman
yang lebih besar mengenai kesamaan dan
perbedaan di kalangan anak didik dari
berbagai kelompok etnik, [3] pengembangan
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kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru"
biasanya membutuhkan interaksi inisiatif
dengan orang-orang yang sudah memiliki
kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas
bahwa uapaya-upaya untuk mendukung
sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik
adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan
multikuitural, [4] pendidikan multikultural
meningkatkan kompetensi dalam beberapa
kebudayaan dan kebudayaan mana yang
akan diadopsi ditentukan oleh situasi, [5]
kemungkinan bahwa pendidikan [sekolah
maupun luar sekolah] meningkatkan
kesadaran tentang kompetensi dalam
beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti
ini kemudian akan menjauhkan kita dari
konsep dwi budaya atau dikhotomi antara
pribumi dan non-pribumi. Pendekatan ini
meningkatkan kesadaran akan multikul-
turalisme sebagai pengalaman normal
manusia. Dengan pendidikan multikultural
berpotensi untuk menghindari dikotomi dan
mengembangkan apresiasi yang lebih baik
meialui kompetensi kebudayaan yang ada
pada diri peserta didik [el-Ma'hady, 2004].

Dalam rangka mencari konsep
pendidikan multikultural untuk Indonesia,
menurutTilaar, perlu memperhatikan lima
tipologi pendidikan multikultural yang
berkembang, yaitu: [1] Mengajarmengenai
kelompoksiswa yang memilikibudaya yang
lain [culture difference], perubahan ini
terutama pada siswa dalam transisi dari
berbagai kelompok kebudayaan ke dalam
mainsream budaya yang ada. [2] Hubung-
an manusia [fiuman relation], program ini
membantu siswa dari kelompok-kelompok
tertentu sehingga dia dapat mengikuti
bersama-sama dengan siswa yang lain
dalam kehidupan social. [3] Single group
studies, program ini mengajarkan mengenai
hal-hai yang memajukan pluralisme tetapi
tidak menekankan kepada adanya
perbedaan stratifikasi sosial yang ada di
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dalam masyarakat. [4] Pendidikan multi-
kulturai, program ini merupakan suatu
reformasi pendidikan di sekolah-sekolah
dengan menyediakan kurikulum serta
materl-materi pelajaran yang menekankan
kepada adanya perbedaan siswa dalam
bahasa, yang keseluruhannya untuk
memajukan pluralisme kebudayaan dan
ekualltas sosial. [5] Pendidikan multikulturai
yang sifatnya rekonstruksisocial, program
ini merupakan suatu program baru yang
bertujuan untuk menyalurkan perbedaan-
perbedaan kuitur dan menantang ketim-
pangan-ketimpangan sosial yang ada dalam
masyarakat. Program yang kelima ini dapat
disebut sebagai "critical multicultural edu
cation" [H.A.R.Tilaar, 2004:182].

Dapat dikatakan bahwa, pendidikan
multikulturalisme merupakan pendidikan
yang menyiapkan peserta didik "meiek"
warga negara, etnis, suku, agama, budaya,
dan perbedaan yang lain, sehingga peserta
didik dapat berperan secara efektif dalam
interaksi sosial baik dalam lingkungan
budayanya sendiri maupun di luar ling
kungan budayanya. Untuk mencapai tujuan
pendidikan multikuluralisme, ada hal yang
harus diperhatikan oleh para pendisain
kurikulum dan penyelenggara pendidikan,
baik pada level operaslonal [sekolah]
maupun pada level pembuat kebijakan
[Dinas Diknas], yakni: [1] integrasi isi,
mengupayakan agar guru memasukkan
informasi ke-etnis-an dalam pembelajaran.
Seperti memberikan contoh, data, maupun
informasi dari berbagai kebudayaan ras atau
etnis sebagai ilustrasi dalam menjelaskan
konsep-konsep kunci dari mata pelajaran
yang diajarkan. [2] Proses pembentukan
pengetahuan, berkenaan dengan prosedur
bagaimana guru membantu siswa mema-
hami materi pembelajaran dan bagaimana
posisi Individual dan kelompok etnis/ras dan
kelas sosial berpengaruh terhadap upaya
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memahami materi tersebut. [3] Reduksi
prasangka, pengurangan prasangka sosial
dalam pendidikan multikultur berkenaan
dengan karakteristiksikap rasial siswa dan
strategi-strategi yangdapat digunakan untuk
membantu mereka menumbuhkan sikap dan
nilai-nilaiyang lebih demokratis.[4] Keadilan
pendidikan, berkenaan dengan upaya guru
untuk memfasilitasi berbagai kelompoketnis
atau kelas sosial agar mendapat kesem-
patan yang sama dalam peroiehan
pembelajaran di kelas. [5] Pemberdayaan
kuitursekolah, berkenaan dengan proses
merestrukturisasi kebudayaan dan
organisasisekolah agar siswa darlberbagai
etnis dan kelas sosial yang beragam itu
kesempatan yang sama untukmemperoleh
pendidikan [Zaks'o, 2004]. Kategorisasi
dimensi pendidikan multikulturalisme Ini
memang tidak mutlak exclusive dan baku,
bolehjadiada dimensiyang tumpang tindih.
Namun, pengkategorisasian seperti ini

•sangat dibutuhkan untuk mempermudah
konseptuaiisasi pendidikan multlkulturai-

.ismedi Indonesia.-

' .Apabila "inkorporasi pendidikan
multikulturalke dalam program pendidikan
anak juga memiliki harapan dan cita-cita
[Pramono, 1999:6, dalam Aisyah Amini,
2004:40]. Berikut ini adalah beberapa
daripadanya, yaitu : [1] Pendidikan multi
kultural adalah pendidikanyang menghargai
pluralisms budaya . Artinya, pluralisme
budaya itu tidak hanya ditoleransi tetapi
dirangkul dan keragaman pengalaman
manusia diharapkan memberiakan kearifan
budaya. [2] Pendidikan multikultural, secara
eksplisit mengakui dan menyambut
keragaman dari warisan etnis yang
ditemukan dalam diri setiap "orang Indone
sia". [3] Pendidikan multikultural tidak
memaksa atau menolak anak kerana

identitas suku, agama, ras, golongan. [4]
Pendidikan multikultural, mengakui
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kebutuhan dan manfaat anak untuk berbagi
bersama [sharing] diversitas warisan etnik
mereka. [5] Pendidikan multikultural,
mengakui pentlngnya semua anak memiliki
banyak kesempatan untuk berinteraksl
secara positifdan" personal dengan anak-
anak dari berbagai iatar belakang sosial
ekonomi dan warisan budaya, dan [6]
Pendidikan multikultural, memberikan pada
setiap peserta didik kesempatan untuk
membantu berkembangnya sense of self.
Hal ini, terutama bag! peserta didik yang
secara ekonomi "kurang beruntung" atau
yang berasal dari sebuah kelompok etnik
yang relatif terisolasi atau yang memiliki
sejarah penderitaan yang panjang akibat
dari diskriminasi dan prasangka.

Dengan demikian, apabila peserta
didik belajar tentang dan bangga terhadap
keunikan warisan budayanya sendiri,
keragaman etnis dan kelas sosial, suku, ras,
agama, budaya, dan perbedaan yang lain,
maka peserta didik tersebut akan terbantu
dalam menjawab pertanyaan "siapakah
saya" ? dan "siapakah orang Indonesia"?
Pertanyaan ini mempakan sangat mendasar
darl seorang peserta didik yang memiliki
budaya sendiri dan kemungklnan besar
pertanyaan yang sama ini juga akan dijawab
oleh peserta didik yang telah melakukan
sharing dengan peserta didik yang lain
dengan Iatar belakang etnis, kelas sosial,
suku, ras, agama dan budaya yang lain.
Apakah peserta didik tersebut mengem-
bangkan identitas etnlsnya yang kuat
ataukah tidak, yang pasti mereka semua
pada waktu bersamaan mempelajari
kekayaan multikultural dari identitas mereka
sendiri dan identitas etnis lain yang akan
menumbuhkan "rasa keindonesiaan".

Dari kesemua pemiklran dan pandang-
an yang dikemukakan di atas, Tilaar
[2004:187-190], mencoba mengelaborasi
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dengan menyusun konsep pendidikan
multikultural yang seklranya dapat
dikembangkan di tanah air kitayang sesual
dengan kondisi sosial, budaya, dan politik
di Indonesia. Menurutnya, pendidikan
multikultural mempunyai dimensi sebagai
berlkut.

Pertama, Konsep pendidikan multikul
tural normatif, kita tidak dapat menerlma
konsep pendidikan multikultural yang
deskriptif yaitu hanya sekedar mengakui
adanya pluralitas budaya dari suku-suku
bangsa di Indonesia. Menurutnya, konsep
pendidikan mutikultuVal normatif adalah
konsep yang dapat digunakan untuk
mewujudkan cita-cita tersebut. Pendidikan
multikultural normatif justru merupakan
identitas suatu suku yang kemudian dapat
menyumbangkan bag! terwujudnya suatu
kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh
seluruh bangsa Indonesia. Konsep ini, tidak
dapat dipaksakan melalui program-program
hafalan atau praksis pendidikan yang
menekankan kepada simbol-simboi
kesatuan bangsa, tetapi dalam praktiknya
kitamenghancurkan citra dari suatu bangsa
yang pluralistik.

Kedua, pendidikan multikultural
merupakan suatu rekonstruksisosial. Suatu
rekonstruksi sosial artinya upaya untuk
melihat kembali kehidupan sosial yang ada
dewasa ini. Jadi, pendidikan multikultural
tidak ada pengelompokan-pengelompokan
komunitas yang mengagungkan nilai-nilal
kelompok sendiri tetapi yang mengenal akan
nilai-nilai hidup budaya suku/komunitas
yang Iain. Menurutnya pendidikan
multikultural tidak akan dikenal adanya
fanatisme atau fundamentaiisme sosial-

budaya, karena masing-masing komunitas
mengenal dan menghargal perbedaan-
perbedaan yang ada. Pendidikan multi
kultural bertugas untuk memperdalam akan
rasa identitas kesukuan yang kemudian
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secara terbuka mengenal dan mengerti akan
nilai-nilai sosial-budaya dan agama dari-
suku-suku yang lain.

Ketiga, pendidikan multikulturai
bertujuan untukmewujudkan visiIndonesia
masa depan serta etika berbangsa. Pada
TAP/MPR Ri Tahun 2001 No. VI dan Vil
mengenal visi Indonesia masa depan serta
etika kehidupan berbangsa perlu dijadikan
pedoman yang sangat berharga dalam
pengembangan konsep pendidikan
multikultural. Dalam kaitan ini perlu
dipertimbangkan untuk menghidupkan
kembali pendidikan budi pekerti terutama di
tingkat pendidikan dasar dan melengkapi
pendidikan agama yang yang telah diatur
dalam UU No. 20 Tahun 2003.

Keempat, pendidikan muitikultural di
Indonesia memerlukan pedagogik baru.
Untuk melaksanakan konsep pendidikan
multikulturai didalam masyarakat pluralistik
tapi sekaligus diarahkan kepada terwu
judnya masyarakat Indonesia baru, maka
pedagogik yang tradisional tidak dapat
digunakan lagl. Sebab pedagogik tradisi-
onal'membatsi proses pendidikan di dalam
ruang kelas di sekolah yang sarat dengan
pendidikan intelektualistik. Sementara
kehidupan sosial-budaya di Indonesia
menuntut pendidikan hati [pedagogyofhearf[
yaitu diuarahkan kepada rasa persatuan dari
bangsa Indonesia yang pluralistik, maka
model pedagogik baru yang dibutuhkan iaiah.
: [1] Pedagogik pemberdayaan [pedagogy
of empowerment. [2]Pedagogik kesetaraan
sesama manusia dalam kebudayaan yang
beragam [pedagogy of equity]. Pedagogik
pemberdayaan, berarti seseorang mengenal
akan budaya sendiri dan kemudian
keberdayaan itu digunakan untuk
mengembangkan budaya Indonesia di dalam
negara-bangsa Indonesia. Dalam upaya
tersebut diperlukan suatu pedagogik
kesetaraan antara individu, antarsuku, dan
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tidak membedakan asal-usul suku dan

agamanya. Tetapi kedua jenis pedagogik
tersebut, memerlukan suatu pendekatan
terhadap proses pendidikan, yaitu
keikutsertaan semua komponen atau stake
holder pendidikan.

Dari pandangan keempatdi atas, pro
gram pembelajaran multikuituralyang akan
dikembangkan berdasarkan pada konsep
pluralisme budaya, sehingga program
pendidikan menyediakan iingkungan belajar
ganda kepada peserta didik[multipleleam-
ing environments] yang memiliki kesesual
dengan kebutuhan dasar akademik dan
sosial peserta didik. Model pembelajaran
multikuituralyang dikembangkan diarahkan
pada pencapaian kompetensi-kompetensi
standar dan dasar [standardand basic aca
demic skill] tentang nilai-nilai persatuan dan
kesatuan, kemanusiaan, demokratis,
keadilan, kebebasan, persamaan derajat
atau saling menghormati dan menghargai
dalam keragaman budaya. Mengembangkan
kompetensi sosial agar dapat menumbuh-
kan pemahaman tantang latar belakang
budaya sendiri dan budaya lain dalam
masyarakat. Mengembangkan kompetensi
akademik untuk menganalisis dan membuat
keputusan yang bijak dan cerdas tentang
isu-isu dan masalah keseharlan melalui

sebuah proses demokratis atau Inkuiri
dialogls. Membantu mengkonseptualisasi-
kan dan mengaspirasikan sebuah
masyarakat yang let^ih balk, demokratis
[Aisyah Amini,2004:47], taat hukum dan
menghargai hak asasi manusia, toleran,
terbuka dan memiliki persamaan derajat.

Apablla bangsa ini ingin menjadi kuat
dalam era reformasi dan demokrasi,
diperlukan sikap saling menghargai dan
menerima dari setiap orang dan kelompok
yang beraneka ragam budaya dan adat-
istiadat,sehinggadapat saling membantu dan
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bekerja sama untuk membangun negara in!
yang lebih balk. Sifat sukarela, sadar dan
penuh keterbukaan untuk hidup berdam-
pingan dalam format negara kesatuan
republik Indonesia dapat dikembangkan
melalui pendidikan dengan komsep
pendidikan multikulturalisme yaitu suatu
konsep pendidikan yang mengedepankan
semangat persatuan "Bhineka Tunggal Ika",
solidaritas sosial, prinsip keadilan,
kesederajatan, kebebasan mengembangkan
diri, peluang dan kesempatan yang sama
dalam berprestasi individu.

Budaya Bangsa dan Pendidikan
Multikulralisme

Konsep dari "founding fathers" kita
yang mengatakan kebudayaan nasional
sebagai puncak-puncak kebudayaan suku-
suku yang ada di Nusantara inidapat dikaji
secara terus-menerus dalam rangka
membina apa yang disebut kebudayaan
Indonesia yang akan merupakan landasan
yang kuat bagi Sistem Pendidikan Nasional.
Dari sini, perlu dikembangkan konsep
pendidikan multikulturalisme di Indonesia
yang sesual dengan kondisi sosial-budaya
dan geografi negara-bangsa Indonesia
dengan mencari format yang tepat dalam
mengawinkan paham neoliberalisme
pendidikan dengan multikulturalisme [Tilaar,
2004:184].

Keragaman etnis, suku, agama dan
budaya atau kebhinnekaan atau multi
kuitural merupakan salah satu realltas utama
yang dialami masyarakat dan kebudayaan
Indonesia pada awa! negera inididirikan oleh
"founding fathers" pada masa silam dan
lebih-lebih lagi pada masa kini dan di waktu
mendatang. Menurut Azra, yang penting
dicatat, bahwa keragaman itu hendakiah
tidak dilnterpretasikan "secara tunggal".
Oleh karena, komitmen untuk mengakui
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"keragaman" yang terhubungkan dalam
"budaya bangsa", "merupakan salah satu ciri
dan karakter utama masyarakat-masyarakat
dan negara-bangsa, seperti Indonesia, tetapi
ha! in! tidakiah berarti ketercerabutan,
relativisme kultural, disrupsi sosial, atau
konfllk berkepanjangan pada setlap
komunltas, masyarakat dan kelompok etnis
dan rasial, bukan akibat dari "keragaman"
tersebut. Sebab, Azra, mengatakan bahwa
pada saat yang sama juga sesungguhnya
terdapat simbol-slmbol, nilai-nilal, struktur-
struktur dan lembaga-lembaga dalam
kehidupan bersamayang mengikatberbagat
keragaman tadi... .Dengan kata lain,mereka
menekankan pada kehidupan bersama,
saling mendukung dan menghormati satu
sama laindalam berbagal hak dan kewajiban
personal maupun komunal, dan leblh jauh
lag! masyarakat nasional. Komltmen
terhadap nllal-nllal tidak dapat dipandang
berkartan hanya dengan eksklusivlsme per
sonal dan sosial saja, atau dengan
superiorltas kultural, tetapi leblh jauh lag!
dengan kemanuslaan [humanness],
komltmen dan kohesi kemanuslaan

termasuk di dalamnya melalul toleransi,
saling menghormati hak-hak personal dan
komunal. Manusia, ketika berhadapan
dengan simbol-simbol, doktrln-doktrin,
prinslp-prinsip dan pola-pola tingkah laku,
sesungguhnya mengungkapkan dan
sekallgus mengldeallsaslkan komltmen
kepada kemanuslaan—balksecara personal
maupun komunal—dan kebudayaan yang
dlhasllkannya [Azra, akses,24/5/2005].

Tllaar menyatakan, bahwa lahlrnya
identitas kesukuan sebagai perkembangan
budaya mikro di Indonesia, memang
memerlukan masa translsl yaltu seakan-
akan melorotnya rasa kebangsaan dan
persatuan Indonesia sebag^l budaya main
stream belum jelas bagi kita semua.
Menurutnya, apakah yang dimaksud dengan
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kebudayaan Indonesia? Apakah yang
dimaksud dengan puncak-puncak kebu
dayaan suku bangsayang ada dl Nusantara
Inl? Semua hal tersebut memang diakul
belum kIta mlllki. Identitas budaya makro,
yaltu budaya Indonesia yang -sedang -
menjadi memang harus terus menerus
dibangun atau merupakan suatu proses
tanpa ujung [Tllaar 2004:186]. Artinya,
pendidlkan multlkultural dl Indonesia
diarahkan kepada terwujudnya budaya
bangsa menuju masyarakat madani Indo
nesia di tengah-tengah kekuatan kebuda
yaan global.

Realltas Indonesia yang "multi-kultural"
inl tentu berhadapan dengan berbagal
masalah dalam masa reformasi sekarang
Ini, maka terllhat adanya kebutuhan
mendesak untuk merekontruksl kemball

"kebudayaannasionalIndonesia"yang dapat
menjadi "integrating force"yang menglkat
seluruh keragaman etnIs dan budaya
tersebut. Pembentukan masyarakat multl
kulturalIndonesia yang demokratis tIdak bisa
secara taken for granted atau trial and error.
Harus diupayakan secara sistematis,
programatls. Integrated dan berkeslnam-
bungan dan salah satu langkah yang paling
strategis dalam hal inl adalah melalul
pendidlkan multl-kultural yang dlseleng-
garakan melalul seluruh lembaga pendi
dlkan, balk formal maupun non-formal, dan
bahkan Informal dalam masyarakat luas
[Azra, akses,24/5/2005].

Darl pandangan ini, pendidikan
merupakan proses budaya untuk menlng-
katkan harkat dan martabat manusia yang
berlangsung sepanjang hayat. Upaya
pendidlkan yang dllakukan oleh suatu
bangsa memlllkl hubungan yang signlflkan
dengan rekayasa bangsa tersebut dl masa
mendatang. Sebagai contoh saja, pada
masyarakat agrarls pendidlkan didisain agar
relevan dengan kebutuhan dan menglkuti
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perkembangan masyarakat pada era
tersebut,begitu jugaperubahanperadaban
masyarakat yang menjadi masyarakat in
dustrial dan informasi pendidikan juga
didisain mengikuti irama perkembangan
masyarakat industri dan informasi, dan
seterusnya, demikian sikius perkembang-
an[Sanaky, 2002:209] dan kita sekarang
dihadapatkan pada era reformasi,
globaiisasi, dan berbagai konfiik kepan-
jangan yang terjadi. Reran pendidikan
muitikuiturai menumbuhkan pemahaman
iebih benar tentang keragaman budaya,
etnis dan agama, demokratisetuk, HAM,
pluraiitas, toleransi dl antara berbagai
komunitas menjadi "budayabangsa Indone
sia" merupakan suatu yang urgen. Atau,
"barangkaii, kita perlu belajar dari kesaiahan
masa lalu yangterlalu menekankan kepada
"nation building" dan mematikan capital
budayabangsa[cultural capitaf\ yangpada
masing-masing suku bangsakita merupakan
kekuatanbudayanasionai apabiiadipupuk
dan diarahkansecara posetif. Demikian pula
kita belajar dari kesaiahan Orde Baru, di
mana kesatuan dan persatuan nasiona!
merupakan hai-hai hafaian beiakameialui
program P-4dan tidak diiaksanakan daiam
kehidupan sehari-haii jTilaar, 2004:184] oieh
semua iapisanmasyarakatdan bangsa In
donesia.

Tolstoy berpendapat sasaran puncak
pendidikan ada di luar pendidikan
[Achambauit, dalam Freire, 2001:491], yaitu
"kebudayaan". Tolstoy beranggapan niiai-
niiai masyarakat "beradab" akan tetap
bertahan meskidihujani aneka ragam konfiik
atau ajang kiaim-klaim yang saiing
bertentangan. Usaha peradaban bangsa
Indonesia sejak duiu telah dimulai dari
pendidikan, seperti dilakukan ketigatokoh
pendiri pendidikan, yaitu dengan memakai
bahasa Me/ayusebagai bahasa pengantar
pendidikan, yang kemudian menjadi bahasa
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Indonesia dan bahasa Indonesia menjadi
bahasa persatuan. Ini suatu peradaban
tinggi yang tidak dimiiiki bangsa lain.
Tampaknya, meialui pendidikan peradaban
bangsa dapat dibentuk, jika pendidikan
dapat dianggap sebagai wujud dari reformasi
budaya bangsa, wujud-wujud itu adaiah
bagaimana cara kita menanam niiai-nilai
budaya etnik daerah di kelas tanpa ada
pergesekan antar etnik.

Dari pandangan yang dikemukakan di
atas, maka acuan utama bagi terwujudnya
masyarakat dan "budaya bangsa" Indone
sia yangmuitikuiturai adaiah multikulturalis-
me, yaitu sebuah ideoiogi yang mengakul
dan mengagungkan perbedaan dalam
kesederajatan baiksecara individual maupun
secara kebudayaan [Fay 1996, Jary dan
Jary 1991, Watson 2000]. Daiam model
muitikulturalisme ini, sebuah masyarakat
[termasuk jugamasyarakat bangsa seperti
Indonesia] dilihat sebagai mempunyai
sebuah kebudayaan yang beriaku umum
daiam masyarakat tersebut yang coraknya
seperti sebuah "mosaic". DI dalam mosaik

"tercakup semua kebudayaan dari
masyarakat-masyarakat yang Iebih kecii
yangmembentuk terwujudnya masyarakat
yang iebih besar, yang mempunyai
kebudayaan yang seperti sebuah mosaik
tersebut [Reed.ed. 1997] [Parsudi Suparian,
akses, 23/5/2005]. Model muitikuituraiisme
ini sebenarnya teiah digunakan sebagai
acuan oleh para pendiri [foundingfathers]
bangsa Indonesia dalam mendesain apa
yang dinamakan sebagai kebudayaan
bangsa, sebagaimana yang terungkap
dalam penjeiasan Pasai 32 DUD 1945,yang
berbunyi: "kebudayaan bangsa [Indonesia]
adaiah puncak-puncak kebudayaan di
daerah". Sehingga, corak masyarakat Indo
nesia yang bhinneka tunggalikabukan iagi
keanekaragaman suku bangsa dan budaya,
tetap merupakan keanekaragamaan budaya
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bangsa dalam masyarakat Indonesia.
Kemudlan darl itu semua, Tilaar, menga-
takan bahwa periuada "kebudayaan Indo-
nesia-yangmenjadi" adalahsuatu Weltan
schauungarXmya merupakan pegangandarl
setlap insan dan setlap identitas "budaya
mikro" Indonesia.Sebagai suatu Weltan
schauung, hal tersebut merupakan suatu
sistem nilai yang baru [value system],
Sebagal suatu value system yang baru
memerlukan suatu proses perwujudan
antara lain melalul proses pendidlkan
nasional. Olehsebab itu, ditengah-tengah
maraknya Identitas kesukuan, perlu
ditekankansistem nilai baru yang akan kita
wujudkan, yaitu sistem nilai keindonesiaan
Uilaar, 2004:186].

Kata akhir, tullsan inl hanya sebagal
suatu kajian awa! untuk menunjukkan upaya
membangun Indonesia multlkultural dan
pendldikan multikulturallsme hanyamungkin
dapatterwujud, apabila konsep multikultural-
isme menyebar luas dan dapat dipahami
bahwa konsep in! pentingnbagi bangsa In
donesia dan adanya keinginan serta upaya
bangsa Indonesia pada tingkat nasional
maupun lokal untukdapat mengadopsi dan
menjadi pedoman hidup dalam berma-
syarakat dan bemegara. Maka diperlukan
upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk
dapat mewujudkan cita-clta ini. Selain itu,
diperlukan juga kesamaan pemahaman
diantara para ahli mengenal makna dan
bangunan konsep-konsep multikulturallsme
yang mendukungnya.

Penutup

Terlepas darl berbagal pemiklran,
pendapat, Isu dan masalah yang mencuat,
tanpaknya perkembangan Indonesia saat
sekarang inidan mendesak membutuhkan
suatu desain "pendldikan multikulturallsme"
yang diharapkan dapat merubah model-
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model pendldikan selama ini dan dapat
memberikan kontribusi yang signifikan bagi
terbentukannya "keikaan" di tengah
"kebhinnekaan"yang betul-betui akurat dan
aktual ditengah-tengah kehldupan
masyarakatdan bangsa serta tidakhanya
sekedar pada wacana, simbol,slogan dan
jargon yang .selalu menggiurkan atau
pembodohan masyarakat.

Pendldikan multikuitural merupakan
suatu pendekatan progresif untuk
melakukan transformasi pendldikan yang
secara menyeluruh dan membongkar
kekurangan dan kegagalan serta praktik-
praktik diskrimlnasi dalam proses
pendldikan selama ini. Konsep pendidlkan
multlkultural harusdidasarkan pada gagasan
keadilan soslal, demokratis, keterbukaan,
persamaan hak, kesederajatan, menghor-
matidan menghagal perbedaan etnis, suku,
agama dan budaya dalam proses
pendldikan.

Pendidlkan multlkultural seyogyanya
memfasilitasi proses belajar mengajaryang
mengubah "perspektif monokultural" yang
esensial, penuh prasangka dan diskriminatif
ke "perspektif multikulturalis" yang
menghargai keragaman, perbedaan, toleran
dan sikapterbukaan. Dengandemikian, tidak
saatnya lagi pendldikan mengabaikan realitas
kebudayaan yang beragam tersebut.#
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